BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi sebagai sarana
perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.
Mengacu pada pendapat (Ginting & Saragih, 2018). Sistem demokrasi tidak
dapat dipisahkan secara prosedural di beberapa negara termasuk indonesia.
Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi dan bentuk wujud kedaulatan
rakyat untuk dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, aspiratif dan
bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.

Pemilihan umum adalah patokan dalam pelaksanaan demokrasi pada suatu
negara salah satunya yaitu Pilkada. Pilkada merupakan pemilihan secara langsung
yang dilakukan oleh masyarakat pada daerahnya yang mengikuti aturan
perundang-undangan dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
Pada negara Indonesia terkait dengan pemilihan kepala daerah di seluruh
Indonesia dipilih melalui pemilihan umum setelah Pilkada sejak pertengahan
2005. Sejak itu, semua pemimpin regional harus dipilih dalam proses pemilihan
pemimpin daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.8 tahun 2015 tentang
Amandemen Hukum No. 1 tahun 2015, seleksi telah dilakukan dalam 5 (lima)
tahun pada saat yang sama di wilayah Republik Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah kompetisi antar pasangan kandidat

yang pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak pada pemilihan. Pilkada di



selenggarakan dari pihak (KPU) Komisi Pemilihan Umum. Indonesia
menyelenggarakan Pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, Pemilihan
dilaksanakan di 270 daerah meliputi pemilihan gubernur, bupati/walikota. Namun
Pemilihan kepala daerah tersebut, khususnya pada pemilihan Gubernur Kepulauan
riau tahun 2020 melaksanakan pemilihan kepala daerah dalam kondisi wabah
pandemi Covid-19. Pada kondisi adanya pandemi mengharuskan kita menjaga
protokol kesehatan Covid-19, mengharuskan mengjaga jarak dan menerapkan
kesadaran dan etika ketika batuk bersin (Susilo et al., 2020)

Tahapan pelaksanakan Pilkada berdasarkan Pasal 8B PKPU No. 5 tahun
2020, menyatakan secara tegas bahwa, “Pelaksanaan pemungutan suara serentak
yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020”. PKPU ini adalah
penjabaran dari perintah Pasal 201A ayat (2) Perppu No. 2 Tahun 2020, yang
menyebutkan bahwa, “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.

Pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 tersebut terdapat 3
kandidat yaitu: pasangan nomor urut 1 Soerya Respationo dan Iman Sutiawan,
kemudian pasangan bernomor urut 2 Isdianto dan Suryani, dan yang terakhir
pasangan bernomor urut 3 Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Pasangan urut 1
diusung oleh partai PDI-P, Gerindra, dan PKB. Pasangan urut 2 diusung oleh
partai PKS, Demokrat, dan Hanura. Sedangkan pasangan urut 3 diusung oleh
partai Golkar, Nasdem, PAN, dan PPP. Ketiga pasangan calon tersebut

berkompetisi pada pemilihan Kepala Daerah Khususnya Pemilihan Gubernur



kepulauan Riau di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Adapun data

perolehan suara pada pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020 sebagai

berikut:

Tabel 1.1. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2020

on (02) ©3)
Wilayah Soerya Respatlono- Isdianto-Suryani Ansar Ahma_d-MarIm
Iman Sutiawan Agustina
Bintan 10.171 19.192 54.234
Karimun 22.526 49.157 36.040
8.164 16.938 19.003
Natuna
Lingga 9.067 18.537 26.598
Anambas 6.160 7.650 11.924
112.368 143.397 110.677
Batam
15.711 24.783 49.918

Tanjungpinang

Sumber : kepri.kpu.go.id

Dari perolehan suara diatas persentase dari pasang calon nomor urut 1

Soerya Respationo dan Iman Sutiawan sebesar 23,8%, kemudian pasangan calon

nomor urut 2 Isdianto dan Suryani sebesar 36,2%, dan yang terakhir pasangan

calon nomor urut 3 Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebesar 39,9%.

Menyelenggarakan pemilu di masa pandemi tidak mudah untuk memenuhi standar

demokrasi, dikarenakan proses kampanye sebelum pandemi dilaksanakan dengan

pengumpulan massa guna pelaksanaan pemilihan.

Masuknya Covid-19 di Indonesia berdampak pada pelaksanaan Pilkada

tahun 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 untuk

pemilihan 9 Gubenur, 224 Bupati, dan 37 Walikota secara serentak. Komisi

Pemilihan Umum (KPU) menggelar rangkaian Pilkada 2020 secara serentak.




Meski mendapat banyak kritik, pemilihan kepala daerah (Pilkada) diputuskan
pada tanggal 9 Desember 2020.

Adanya kondisi pandemi saat ini berpotensi menurunnya tingkat partisipasi
masyarakat karena besarnya kehawatiran terhadap penyebaran virus (Santosa,
2021). Hal ini juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kampanye dari beberapa
paslon kepala daerah Kepulauan Riau. Pelaksanaan Pilkada pada bayang masa
pandem telah menimbulkan adanya konflik pada kalangan masyarakat, terutama
pada kalangan politis dan akademis. Keputusan untuk melaksanakan pilkada pada
bulan desember 2020 dianggap tidak realistis dan memiliki risiko dikarenakan
jumlah Covid di Indonesia terus meningkat.(Kennedy & Suhendarto, 2020).
Adanya masa pandemic ini menjadi menjadi kendala bagi KPU dalam melakukan
sosialisai (Prasetyo et al., 2022).

Kampanye adalah tahapan Pilkada yang semestinya dilakukan oleh masing-
masing calon kepala daerah. Akan Tetapi, dengan kondisi saat ini sangat tidak
mudah dilakukan oleh para pasangan calon kepala daerah. Masa kampanye
berlangsung selama 71 hari, dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai
dengan tanggal 5 Desember 2020. Pada tanggal 6-8 Desember tahun 2020
diberlakukan masa tenang, yang kemudian akan dilakukan pemungutan suara
pada tanggal 9 Desember 2020. Adanya kondisi pandemi ini KPU mengeluarkan
PKPU No.13 tahun 2020 mengatur tentang pelaksanaan kampanye dimasa
pandemi. Pelaksanaan kampanye meliputi beberapa kegiatan yaitu:

a. Pertemuan terbatas

b. pertemuan tatap muka dan dialog;



c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;

d. Pembagian bahan kampanye kepada publik;

e. pemasangan Alat Kampanye;

f. Adanyanya Iklan di media massa cetak, media massa elektronok dan
lembaya penyiar public atau swasta; dan/atau;

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya PKPU setiap kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan pada
kondisi pandemi di kota Tanjungpinang. Pelaksanaan kampanye Gubenur
Kepulauan Riau dilaksanakan dari 26 september 2020 hingga 5 desember 2020
yang berarti 71 hari kampanye dengan masa tenang dari 6 desember 2020 hingga
8 desember 2020. Pemungutan suara dilaksanakan 9 desember 2020.

Masa pandemi menghambat terlaksananya kegiatan kegiatan kampanye
yang terjadi di Kepulauan Riau terutama Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan
kampanye ditengah pandemi covid-19 harus menjamin keselamatan pemilih,
peserta pemilihan dan petugas petugas penyelanggara (Amir, 2020). Kota
Tanjungpinang dikategorikan zona oren untuk kasus covid-19 dengan ditandai
adanya kenaikan kasus hal ini menjadi kekhawatiran pada pelaksaab kegiatan
kampanye. Adapun sebaran data kasus covid-19 di Kota Tanjungpinang disajikan

pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Sebaran data covid-19 Kota Tanjungpinang
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tanggal 2 Agustus 2020
hingga 25 September 2020 terjadi kenaikan kasus covid dalam kurun waktu 55
hari sebelum proses kampanye berlangsung dan kenaikan kasus tersebut sekitar
217 kasus(aktif 5, sembuh 230 meninggal 4) per 55 hari. Pada tanggal 26
September 2020 hingga 19 November 2020 dan dihitung dengan kurun waktu
yang sama sekitar 55 hari dan sedang dalam proses masa kampanye, dapat dilihat
bahwa kenaikan kasus tembus ke angka 448 kasus (aktif 129, sembuh 308,
meninggal naik 11).

Dalam hal ini kasus covid di Tanjungpinang naik dua kali lipat pada saat
proses kampanye berlangsung dan sudah dibandingkan dengan kurun waktu yang
sama. Jadi peneliti berasumsi bahwa selama proses kampanye yang dilakukan
dimasa pandemi menjadi salah satu penyebab naiknya angka covid tersebut
bahkan dalam kurun waktu 55 hari sudah naik sebesar itu dan sebenarnya masa

kampanye berlangsung selama 71 hari. Pada tanggal 9 Desember 2020 hari



pemilihan berlangsung angka covid di Tanjungpinang masih juga naik tembus di
angka 975 kasus (aktif 150, sembuh 806, meninggal 19).

Bawaslu Kepulauan Riau juga mencatat kampanye dari total 916 kampanye
yang dilaksana pasangan calon pelaksanaan kampanye selama periode Pilkada
Kepri terdapat 916 kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon ditemukan
8 pelanggaran kampanye berupa pelanggaran protokol kesehatan. Dari 8
pelanggaran itu, dua di antaranya telah dikeluarkan surat peringatan oleh
pengawas di masing-masing tingkatan sebagai bentuk  pencegahan
(tribunbatamnews.com).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti
mengenai “Implementasi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tanjungpinang .

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau Berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 di Kota Tanjungpinang?
1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 di Kota

Tanjungpinang



1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bersifat
ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan
Implementasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau Berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020 Di Kota Tanjungpinang.
b. Manfaat praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, dan juga
tentunya dapat memberikan manfaat bagi Bawaslu dan KPU sebagai bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan pemilu maupun Pilkada kedepannya dalam
kondisi normal maupun pada kondisi abnormal. Selain itu juga diharapkan

dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan kajian.
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